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    P U T U S A N

Nomor 496/Pdt.G/2024/PA Una.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang

dilangsungkan  secara  elektronik  telah  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara

cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK:  XXXXXXXXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir

Ambekaeri,  30 November 1999, agama Islam,

pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA,

tempat  kediaman  di  Kelurahan  Ambekaeri,

Kecamatan  Unaaha,  Kabupaten  Konawe,

Sulawesi Tenggara, 

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:  Jumrin,

S.H. Advokat / Pengacara pada kantor hukum

Law Office Jumrin & Partners, yang beralamat

di Jalan Poros Kendari Unaaha, Desa Waturai,

Kecamatan  Wonggeduku  Barat,  Kabupaten

Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.  Dengan

domisili elektonik E-Court Mahkamah Agung RI

pada  alamat  Email.

jhumrinmuncen@gmail.com Berdasarkan Surat

Kuasa  Khusus  Nomor  23/Pdt/SKK/JM/XI/2024

tanggal  05  November  2024  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Unaaha

dengan  nomor   255/SK/2024/PA.Una  tanggal

11 November 2024 sebagai Penggugat;

melawan
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TERGUGAT, tempat  dan tanggal  lahir  Ambekaeri,  01 Agustus 1991,

agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Di

belakang toko fikar tani, dekat masjid At Taqwa,

Kelurahan  ambekairi,  Kecamatan  Unaaha,

kabupaten  konawe,  Sulawesi  Tenggara,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tanggal  07  November

2024  yang  terdaftar  secara  elektronik  melalui  e-court di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 November 2024 dengan register

perkara  Nomor  496/Pdt.G/2024/PA.Una,  mengemukakan  hal-hal  sebagai

berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada  tanggal,  19  April  2017  di  hadapan  Pejabat  PPN KUA

Kecamatan  Unaaha  dengan  Kutipan  Akta  Nikah/Duplikat  Nomor:

XXXXXXXXX  Tertanggal  25  Agustus  2023;

---------------------------------------------------------- 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan dan

keduanya  bertempat  tinggal  bersama  semula  di  rumah  orang  tua

Penggugat  di  Kelurahan  Ambekaeri,  Kecamatan  Unaaha,  Kabupaten

Konawe, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, selama

4 tahun 1 bulan; -----------------------------

3. Bahwa dari  pernikahan  tersebut  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak yang bernama; 

3.1. NAMA ANAK  I,  Lahir  Ambekaeri  17  Juni  2017  Umur  7

tahun 3 bulan; 

3.2. NAMA ANAK II,  Lahir  Ambekaeri  15 Maret 2020 Umur 4
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tahun 7 bulan

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang sulit didamaikan sejak bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan

Mei 2021; 

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat semakin  tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2021

yang kronologi  kejadiannya adalah Tergugat pamit  kepada Penggugat

bahwa  Ia  akan  pergi  bekerja  di  kota  Kalimantan,  akan  tetapi

sesampainya  disana  Tergugat  jarang sekali  memberikan kabar  hanya

tiga  bulan  sekali  bahkan  Tergugat  jarang  sekali  mengirimkan  nafkah

untuk kebutuhan hidup Penggugat dan kedua orang anaknya,apa lagi

selama  menikah  dengan  Tergugat  ,  Penggugat  tau  betul  perilaku

Tergugat  yang  gemar  mengkonsumsi  minuman  beralcohol,  dan

menggunakan barang haram yakni narkoba jenis sabu, hingga akhirnya

di bulan maret tahun 2024 Tergugat kembali dari perantauan akan tetapi

Tergugat  tidak  ketempat  Penggugat  berada,  Tergugat  malah kerumah

orang tuanya, dan selama Tergugat kembali  dari  perantauan Tergugat

tidak pernah sama sekali mengunjungi maupun menghubugi  Penggugat

dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

lagi hubungal layaknya pasangan suami isteri; 

6. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena: 

 Tergugat  tidak  jujur  masalah  keuangan  kepada  penggugat

sebagai isterinya;

 Tergugat sering Mengkonsumsi minuman beralcohol;

 Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

 Tergugat  sering  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga

(KDRT);

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,

akhirnya sejak  bulan  Mei  tahun 2021 hingga sekarang selama lebih

kurang 3 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
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tinggal  karena  Tergugat  telah  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman

bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut  saat  ini  Penggugat

bertempat  tinggal  di  rumah  orangtuanya  di  Kelurahan  Ambekaeri,

Kecamatan  Unaaha,  Kabupaten  Konawe,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara

dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah  orangtuanya  di  Kelurahan

Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe,, Provinsi Sulawesi

Tenggara; -

8. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  selama  3

tahun 5  bulan  sebagaimana mestinya  karena sejak  saat  itu  Tergugat

tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  suami  terhadap

Penggugat; ---------

9. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  melalui  jalan  musyawarah  atau

berbicara  dengan  Tergugat  secara  baik-baik  tetapi  tidak  berhasil;

-----------------------

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut  di  atas,  maka Penggugat

merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dipertahankan lagi  karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

untuk  hidup  rukun  lagi,  maka  Penggugat  berkesimpulan  lebih  baik

bercerai dengan Tergugat; ----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di ata, Penggugat mohon

kepada  Bapak/Ibu  Ketua  Pengadilan  Agama  Unaaha  Cq  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo

berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; --------------------------------------------------

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (TERGUGAT NASUKI)

Terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----------

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum; 

Subsider:

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-
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adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  yang

diwakili  oleh  Kuasa  Hukumnya  telah  datang  menghadap  persidangan,

sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,

meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)  nomor:

496/Pdt.G/2024/PA.Una  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  melalui  surat  tercatat,  sedangkan  tidak

ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa  karena  perkara  ini  didaftarkan  secara  elektronik  atau  melalui

aplikasi e-court maka kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa

khusus  Nomor  23/Pdt/SKK/JM/XI/2024  tanggal  05  November  2024  yang

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Unaaha  dengan  nomor

255/SK/2024/PA.Una tanggal 11 November 2024, dan telah pula menyerahkan

fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan

Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya.  Selanjutnya

Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam

perkara a quo guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara

yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa

mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak

dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan

membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang

isinya oleh Penggugat diubah sebagai berikut;

1. pada posita angka 7 yang semula bulan Mei tahun 2021 menjadi bulan Mei

tahun 2022;
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2. pada posita angka 8 yang semula tertulisbulan 3 tahun 5 bulan menjadi bulan

2 tahun 5 bulan;

Bahwa Penggugat  melalui  kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat: 

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Unaaha Kabupaten

Konawe  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Nomor  XXXXXXXXXX  Tertanggal  25

Agustus  2023. Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,

kemudian diberi tanda (P.1);

B. Saksi

Saksi  1,  SAKSI  I,  umur  46  tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ambekairi Kecamatan

Unaha Kabupaten Konawe, di  bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah saksi selaku orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sekarang  ini  rumah  tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2019;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan

Tergugat berselisih dan bertengkar ;
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- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat tidak jujur mengenai keuangan Tergugat kepada

Penggugat, dan Tergugat juga menkonsumsi minuman beralkohol;

- Bahwa saksi  sering  melihat  Tergugat  pulang dalam keadaan  mabuk

dan tercium bau minuman beralkohol dari tubuh Tergugat;

- Bahwa  selain  itu,  Tergugat  juga  melakukan  kekerasan  fisik  kepada

Penggugat dan memiliki hubungan dengan perempuan idaman lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Mei tahun 2022 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  pihak  keluarga  untuk  rukun  namun

tidak berhasil

Saksi 2,  SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Unaaha Kecamatan

Unaha Kabupaten Konawe, di  bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi  tahu antara Penggugat  dan Tergugat  adalah suami

isteri; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa  Bendewuta,  kemudian  pindah

dirumah  kediaman  Bersama  yang  terletak  di  Kelurahan  Ambekaeri,

Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  saat  ini  sudah memiliki  2  (dua)

orang anak;

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sekarang  ini  rumah  tangga
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mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;

- Bahwa  saksi  tahu  karena  saksi  sering  melihat  dan  mendengar

secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena

rumah saksi berada di samping rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi  mengetahui  berdasarkan cerita  dari  Penggugat  jika

penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat

dan  Tergugat  karena  Tergugat  tidak  jujur  masalah  keuangan  Tergugat

kepada Penggugat; 

- Bahwa selain itu juga saksi tahu jika Tergugat sering menkonsumsi

minuman  keras  serta  memiliki  hubungan  dengan  wanita  idaman  lain

berdasarkan cerita dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat

karena  Penggugat  pernah  memperlihatkan  bekas  pemukulan  tersebut

kepada saksi;

- Bahwa  saksi  tahu  jika  antara  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini

sudah tidak lagi tinggal Bersama sejak bulan Mei tahun 2022;

- Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Tergugat

dengan alas an mencari kerja namun tidak lagi kembali dan memberikan

nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa  selama  pisah  Tergugat  tidak  pernah  datang,  dan  tidak

pernah lagi memberi  nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk rukun namun

tidak berhasil

Bahwa  Penggugat telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  isi  permohonan  Pemohon  selengkapnya  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  Kuasa  Hukum  Penggugat.  Setelah

Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang

harus  dipenuhi  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan

keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat

kuasa  khusus  yang  diberikan  oleh  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  dapat

memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan

keabsahan  surat  kuasa  khusus  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  1959  dan  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat  kuasa tersebut  berprofesi  sebagai

Advokat telah memenuhi  syarat untuk bertindak sebagai  Advokat karena

sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4

ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Pengadilan

berkesimpulan  bahwa  surat  kuasa  khusus  dari  Penggugat  tersebut  telah

memenuhi  persyaratan  surat  kuasa  khusus  serta  kuasa  hukum  Penggugat

telah  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai  Advokat,  karenanya  kuasa

hukum  Penggugat   berhak  mewakili  Penggugat  untuk  beracara  di  muka

persidangan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

nomor : 496/Pdt.G/2024/PA.Una yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  melalui  surat  tercatat,  sedangkan  tidak
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ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap  persidangan,  harus dinyatakan tidak hadir

dan  gugatan  Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide Pasal

Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat

agar berfikir  untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil,  dengan

demikian pemeriksaan  a quo  telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 jo.  Pasal  31  ayat  (1  dan 2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di

persidangan  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi

sebagaimana ketentuan pasal  4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat  adalah  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai

goyah,  sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah

tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2019 yang

disebabkan karena  Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada penggugat

sebagai  isterinya,  Tergugat  sering  Mengkonsumsi  minuman  beralcohol,

Tergugat  sering  memiliki  Wanita  Idaman  Lain  (WIL)  dan  Tergugat  sering

melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),  yang  puncaknya terjadi

sekitar bulan  Mei  tahun  2022  antara Penggugat  dan Tergugat berpisah tempat

tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua)

tahun  secara  berturut-turut  sehingga  sampai  sekarang  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal
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tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga

dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat

dengan  perceraian,  meskipun  pihak  keluarga  telah  mendamaikan  namun  tidak

berhasil;

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidak-tidaknya tidak

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap

di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat

ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دعُِىَ الِىَ حَاكمِِ مِنْ حُكاَمِ المُسْلمِِينَْ وَلمَْ يجُِبْ فَهُوَ

ظاَلمٌِ لَ حق لهَُ

Artinya:"Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah

haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat

tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan

alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh

terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan

dapat  mengabulkan  gugatan  Penggugat  setelah  cukup  jelas  hal-hal  yang

menyebabkan  perselisihan  itu  terjadi  dan  karenanya  Majelis  berpendapat  perlu

menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga,  bagaimana  kualitas  dan

kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab

perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran

tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga

perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan  Tergugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk

memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

maka  Majelis  Hakim  perlu  mendengar  saksi  keluarga  atau  orang-orang  dekat

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal  1865

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas: 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh

Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai

cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat

bukti dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi

persyaratan  formil  dan  materil  serta  memiliki  kekuatan  mengikat  dan  sempurna

(volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah

sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini

(legitima standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan

dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi

yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui

jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei

tahun  2022 yang disebabkan karena  Tergugat tidak jujur masalah keuangan

kepada penggugat sebagai isterinya, Tergugat sering Mengkonsumsi minuman

beralcohol, Tergugat sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat

sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan,

secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai  saksi,  dan
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kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan

Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan,  dan  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya

sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171,

172 dan 175 RBg;

Menimbang,  bahwa keterangan kedua saksi  mengenai  telah  pisahnya

Penggugat dan Tergugat adalah  berdasarkan pengetahuan dan pendengaran

sendiri  serta  apa  yang  dialami  saksi,  pendapat  kesimpulan  saksi  bukan

merupakan kesaksian (vide 308 RBG), keterangan antara satu saksi dengan

saksi yang lainnya saling berkesesuaian (pasal 309 RBG). Batas minimal alat

bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi

bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas unnus testis nullus testis

(pasal 306 RBG). Maka hal tersebut telah memenuhi syarat materiil  seorang

saksi, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan

materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat

tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat

diterima;

Menimbang,  bahwa telah  diupayakan damai  oleh  pihak  keluarga  dan

dalam usaha damai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada

tanggal 19 April 2017;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan

telah memiliki 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa  kemudian  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah tidka rukun dan harmonis sejak tahun 2019 yang disebabkan karena

Tergugat  tidak  jujur  masalah  keuangan  kepada  penggugat  sebagai

isterinya,  Tergugat  sering  Mengkonsumsi  minuman  beralcohol,  Tergugat
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sering memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga  karena hal tersebut

sejak bulan Mei tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari

rumah kediaman bersama; 

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tingga selama

lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

5. Bahwa  telah  diupayakan  damai  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil,

Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  pada  fakta-fakta  tersebut  diatas  dapat

disimpulkan  bahwa  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah  dapat  dibuktikan  oleh

Penggugat sehingga menjadi  fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan

Tergugat telah pisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut sejak bulan Mei tahun

2022  sampai  saat  ini  dan  selama  pisah  Tergugat  dan  sudah  tidak  pernah

melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

      Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara

lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang,  bahwa  telah  terbukti  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugat  dan

Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun dan selama

berpisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman

bersama,  maka  mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal  21  ayat  (3)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
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Islam, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal

19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama berpisah masing-masing

tidak  pernah  melaksanakan  kewajibannya  selayaknya  pasangan  suami  istri

merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga

Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah

tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  sudah  tidak  berlandaskan  prinsip  saling  cinta  mencintai,  sayang

menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir

dan  batin  yang  satu  kepada  lainnya,  sehingga  sudah  tidak  mungkin  dapat

mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana

yang disyariatkan dalam Al  Qur’an surat  Ar  Rum ayat  (21)  dan juga tidak bisa

membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta

harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian

merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal

dilaksanakan  dimana  dalam  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  selalu  berusaha

mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  menasehati  Penggugat  tetapi

Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat  demikian hal tersebut

merupakan indikasi bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  sudah sangat sukar

untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah

tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah

berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut

merupakan  indikasi  bahwa  perkawinan  tersebut  telah  pecah,  sehingga  apabila
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dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan

mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak mafsadat lebih

utama dari pada mencapai  maslahatnyaMenimbang, bahwa pertimbangan hukum

tersebut di  atas,  telah sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian

dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:  

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri’e wa Falsafatuh : 

يم احـل الطـلاق وكرهه ال اذا كان لمصلحة تعـودـان الشا رع الحك 

او عليهما معا على الرجل اوعلى المراءة

Artinya :  “Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi

mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau

bagi isteri atau bagi keduanya”;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

د عدم رغـبـــة الزوجـــة لزوجـــها طـلـــق عليــه القـــا ضــىـواذا اشـت

 طـلـقـة

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim

diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248: 

أن للزوجـــة يجـــوز أن تطلب من القـــا ضـــي التفـــر يـــق إ ذا ادعت
إضـرارالزوجها إضـرارا ل يسـتطاع معـه دوام العشـرة  بين أمثـا لهمـا

وعجزالقا ضي عن ال صلاح بينهما طلقها طلقة بائنة
Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk

diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di

dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak

mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim

sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  dipertimbangkan

sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian

yang  diajukan  telah  terbukti  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  Pasal  39  ayat  (2)
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.  Pasal 70 ayat (1)

Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo.  Pasal  27 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  maka  Majelis  berkesimpulan  bahwa

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak

satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal

119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas, Majelis Hakim  berpendapat  bahwa tangga Penggugat dan Tergugat benar-

benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga Penggugat dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal

39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.  Pasal 19

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi

Hukum  Islam  dan  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  Majelis

berkesimpulan  permohonan Penggugat  pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua)

dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buol

adalah talak  satu  bain  sughra,  maka sebagaimana maksud Pasal  119 ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak

boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan

akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka

biaya perkara dibebankan kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  Shughra  (TERGUGAT  NASUKI)

Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil

Akhir  1446  Hijriah,  oleh  Dita  Wardhani  Muntalib,  Lc.,  M.H.  Maulizatul

Wahdah  Amalia,  S.HI.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Maulizatul  Wahdah

Amalia,  S.HI.,  M.H.  dan Nurul  Aini,  S.HI.  sebagai  Hakim  Anggota  dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arwang, S.H., M.H. sebagai

Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat/Kuasa  Hukumnya  secara

elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. 

Hakim Anggota,

TTD

               Hakim Anggota,

            TTD
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putusan.mahkamahagung.go.id

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.             Nurul Aini, S.HI. 

Panitera Pengganti,

                                                           TTD

                                              Arwang, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp70.000,00

-  Proses : Rp75.000,00

-  Panggilan : Rp234.000,00

-  Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19  halaman putusan nomor 496/Pdt.G/2024/PA Una

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


